PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT{ BELITUNG TIMUR,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka
dipandang periu untuk menata kembali kelembagaan pengelolaan
kevangan daerah vyang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Belitung Timur;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nemor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);



10.

11.
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13.

14,
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomgor
125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomeor 10, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelotaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan
BUPATI BELITUNG THMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN

BELITUNG TIMUR.

BAB {
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

b

Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur,

Bupati adalah Bupati Belitung Timur,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur,
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD
adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Belitung Timur.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas pada Dinas Pengelolan
Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur,

Jabatan Fungsional adafah kedudukan vyang menunjukan ftugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB It
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Organisasi
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Pasat 3

DPKD merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah,



BAB IiI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

DPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh secrang Kepala
Dinas serta mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah, menyusun rancangan APBD dan rancangan
Perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerab yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah, melaksanakan fungsi Bendahara Umum
Daerah, melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah,
menryusun lLaporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
DPKD mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah;

b. pengujian terhadap dokumen surat perintah membayar berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

penerbitan surat perintah pencairan dana dari kas daerah;

pelayanan Penunjang penvelenggaraan pemerintahan Kabupaten;
pelaksanaan urusan penatausahaan kekayaan daerah; dan

pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
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BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi DPKD terdiri dari :
Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang-bidang;

Unit Perlaksana Teknis Dinas; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

pooTe

(2} Bagan susunan organisasi DPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat
dari Pegawai Negeri Sipit yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahfian,
yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin

oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.



(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan,

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 9

(1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf ¢, terdiri
dari :
a. Bidang Perbendaharaan;
b. Bidang Anggaran dan Pengelolaan Kekayaan Daerah;
¢. Bidang Akuntansi; dan
d. Bidang Pendapatan.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
a, membaweahkan :
a. Seksi Perbendabaraan; dan
b. %Sekst Bendahara Umum Daerah.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

(1) Bidang Anggaran dan Pengelolaan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, membawahkan :
a. Seksi Anggaran;
b. Seksi Inventarisasi dan Optimalisasi BM/KD; dan
c. Seksi Pengendalian dan Penataan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

(1) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d,
membawahkan :
a. Seksi Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah; dan
b. Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepata Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.



Pasal 13

(1) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e,

membawahkan :
a. Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
b. Seksi Penagihan dan Evaluasi.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 14
Ketentuan mengenai rincian tugas pokok, fungst dan tugas lainnya dalam
Organisasi DPKD, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasat 15

(1) Di fingkungan organisasi DPKD di bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di
setiap kecamatan.

(2) Wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas meliputi satu kecamatan dalam
lingkup witayah Kabupaten.

(3) Unit Petaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.

(4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam
melaksanakan tugas pokok, berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 16
Penjabaran struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, akan diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 17

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf d, terdiri dari kelompok-kelompok keahfian.

(2) Setiap kelompok keahlian, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior

dibidang keahlian yang sama, yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari
lainnya.

Pasal 18
(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang
dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang didalamnya terdapat orang-

orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang tenaga fungsionai senior.



(3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk
oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasat 19

Ketentuan Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Jjumiah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, Kepala
Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib
menrerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal baik dalam lingkungan wmasing-masing maupun antar satuan
organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai
dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 22

(1) Setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi DPKD bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-
masing serta memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk,

(2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mengaktualisasikan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan
dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparatur
Pemerintah Kabupaten.

Pasat 23

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, setlap
pimpinan dalam lingkungan organisasi DPKD, wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya kepada atasan,

Pasal 24
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dalam lingkungan organisasi DPKD

dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun
laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 25
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku,



Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur dicabut dan dinyatakan tidak
beriakuy.

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur,

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28  Agustus 2007

4' BUPATI BELITUNG TIMUR,

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 29Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
‘ KABUPATEN BELITUNG TIMUR, ?\

TR e~

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 71.



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEM BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2007

SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
|
KELOMPOK JABATAN
FUNGRIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
LMUM DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
BIDANG
" Anggaran BIDANG
BIDANG Dar Pengeiola BIDANG Pendapatan
Perbendaharaan Kekayaan Daerah Akuntansi
SEKS) SEKSI SEKSI SEKS!
Perbendaharaan An@garan ey Akuntansi dan —— Pendatzan —
Informast Keuangan Dan Penetapan
Daerah
SEKSE
Infentarisast dan ™™ SEKSI SEKS!
SEKSH Cprimatisast BM/KD Pelaporan - Penagihan —
Bendshara Pertanggungiawaban Ban Evaluasi
Umum Daerah Pelaksanaan APBD
SEKSI
Pengendalian dan ™=
Penatasn
UprPT

UPAT! BELITUNG TIMUR,
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